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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

MUHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM
21421009

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
permohonan dispensasi kawin di Indonesia, dengan fokus pada data yang
dikumpulkan selama tahun 2024. Melalui analisis terhadap 103 permohonan
dispensasi, ditemukan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama,
mencakup 62,1% dari total permohonan. Selain itu, faktor lain seperti kekhawatiran
untuk menghindari dosa, hubungan bebas, dan status kelahiran juga berkontribusi
terhadap tingginya angka permohonan. Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma
sosial dan norma budaya yang kuat mempengaruhi keputusan pasangan muda untuk
menikah, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan yang berharga untuk pembentukan kebijakan hukum
perkawinan yang lebih responsif dan humanis, serta meningkatkan kesadaran akan
tanggung jawab sosial dan praktik, serta menekankan pentingnya edukasi kesehatan
reproduksi dan dukungan sosial yang lebih baik bagi remaja dan pasangan muda

untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Kata kunci: Faktor-faktor, Pernikahan, Perceraian, Dispensasi Kawin
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ABSTRACT

FACTORS OF DIVORCE IN MARRIAGE DISPENSATION IN
WONOSARI RELIGIOUS COURT

MUHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM
21421009

This study aims to analyze the factors determining marriage dispensation
application in Indonesia with a focus on data collected during 2024. Through an
analysis of 103 dispensation applications, it was found that pregnancy out of
wedlock became the main factor, accounting for 62.1% of the total applications. In
addition, other factors such as concerns to avoid sin, free intercourse, and birth
status also contributed to the high number of applications. This study showed that
strong social stigma and cultural norms have influenced young couples' decisions
to marry, even not in ideal conditions. This study is expected to provide valuable
insights for the formation of more responsive and humanistic marriage law policies,
as well as increasing awareness of social responsibility and practice, and
emphasizing the importance of reproductive health education and better social
support for adolescents and young couples to prevent any unwanted pregnancies.

Keywords: Factors, Marriage, Divorce, Marriage Dispensation.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menghubungkan secara fisik dan
emosional antara seorang pria dan wanita, yang menjalin hubungan sebagai
suami dan istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada nilai-nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa.?

Disisi lain terdapat juga perceraian, Dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI), pasal 113—148 membahas perceraian. Namun, KHI tidak menjelaskan
definisi perceraian. Dengan mempertimbangkan isi pasal-pasal tersebut semua
orang tahu bahwa bercerai itu sulit karena harus memiliki alasan yang kuat dan
harus menurut hukum. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan
hal ini sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan tersebut mencoba mendamaikan kedua belah
pihak, tetapi tidak berhasil.” Menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
seperti yang disebutkan di atas, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan

perceraian dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah prosedur

2 Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974,” Jurnal Yustitia 19, no. 1 (2018).



pengucapan ikrar talak di depan persidangan dan disetujui oleh para hakim

Pengadilan Agama.®

Sebuah kebijakan yang dikenal sebagai dispensasi kawin memberikan
kesempatan bagi anak-anak di bawah umur yang memenuhi syarat untuk
melangsungkan pernikahan secara sah di Indonesia. Dalam konteks ini, sesuai
dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak-anak tersebut sebenarnya
masih terhitung di bawah usia dewasa dan seharusnya belum diperbolehkan
untuk menikah. Salah satu faktor utama yang mendorong adanya dispensasi
kawin adalah kehamilan di luar nikah pada usia remaja. Tujuan utama dari
kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi bayi yang
akan lahir. Penelitian normatif deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan data
dalam bentuk yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dispensasi kawin sering dipandang sebagai tindakan yang tidak mendidik bagi

generasi muda, meskipun ia juga merupakan solusi yang diakui secara hukum.*

Menurut penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Majene, faktor-
faktor seperti ekonomi, keterbatasan pendidikan, dan tekanan norma agama
kerap muncul sebagai alasan kuat bagi majelis hakim untuk mengabulkan

permohonan dispensasi nikah.® Selain itu, dalam praktiknya, aspek kesiapan

3 Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Figh,” EL-
QANUNIY: Jurnal llmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 157-70.

4 Achmad Bahroni et al., “DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK,” Transparansi Hukum 2 (August 2019),
https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446.

5 Aswari Ida et al., “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene),” Jurnal Hukum Unsulbar 7, no. 1 (2024):
13-31.



ekonomi calon mempelai laki-laki juga menjadi pertimbangan penting bagi
majelis hakim. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan
tersebut ditekankan agar pernikahan yang diizinkan dapat berjalan dengan baik
dan mengurangi risiko perceraian di kemudian hari.
Lebih lanjut, faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin sering
kali tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan

sosiologis yang kompleks.®

Contoh konkret dapat dilihat dari penelitian di Pengadilan Agama Kelas
[-B Sambas, di mana ditemukan ada lima faktor yuridis, sembilan faktor
psikologis, dan empat faktor sosiologis yang dominan menyebabkan perceraian
pada pernikahan dini. Kurangnya nafkah lahir, perilaku buruk pasangan seperti
berjudi dan mabuk, serta ketidakjujuran adalah beberapa contoh dari faktor
yuridis. Sementara itu, dari sisi psikologis, egoisme dan kurangnya perhatian
menjadi elemen yang signifikan. Aspek-aspek ini, jika tidak ditangani dengan
baik, berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik yang akut dalam rumah
tangga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persiapan yang matang

dalam berbagai aspek sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin

® Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2019.



sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan perceraian serta memastikan

stabilitas dan keberlanjutan pernikahan.’

Faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin menjadi
topik yang signifikan dalam kajian hukum dan sosial. Dalam konteks
pernikahan dispensasi kawin, faktor-faktor seperti ketidakmatangan emosional,
ketidaksiapan finansial, dan tekanan sosial sering kali menjadi penyebab
perceraian yang mendominasi kasus-kasus di pengadilan agama. Penelitian
yang dilakukan oleh Ida et al. (2024) mengindikasikan bahwa beberapa alasan
yang mendorong permohonan dispensasi nikah juga berkontribusi terhadap
meningkatnya angka perceraian.® Alasan-alasan tersebut antara lain adalah
tekanan dari pihak keluarga, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta
pengetahuan dan kesiapan mental yang kurang dari pasangan muda. Studi
lanjutan yang dilakukan oleh Fikriya (2023) mendukung temuan tersebut
dengan menambahkan bahwa faktor lingkungan, seperti komunitas yang kurang
mendukung, juga memiliki peran penting dalam pernikahan yang terpaksa ini.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut, ketika
bergabung, menciptakan lingkungan yang rentan bagi ketahanan pernikahan,

khususnya dalam konteks pernikahan yang dilakukan melalui dispensasi.®

" Nina Munawara, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah, “Faktor-Faktor Penyebab
Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas,” 4/-Usroh 1,no. 2 (2021):
107-31.

8 Ida et al, “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene).”

® Nurul Fikriya, “STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA
PERMOHONAN  DISPENSASI NIKAH  DIPNGADILAN AGAMA  DEMAK)”
Https://Repository.Unissula.Ac.1d/30506/ (2023).



Kegagalan dalam mengatasi faktor-faktor ini sering berujung pada
perceraian yang tidak terelakkan. Sebagaimana digambarkan dalam berbagai
studi, tekanan eksternal dan internal yang dialami pasangan muda dalam
pernikahan dispensasi ini sering kali menggiring mereka ke arah konfliktual
yang lebih besar. Fakta ini menggarisbawahi bahwa psikologi pasangan muda
yang belum matang dan kecenderungan untuk menyerah pada tekanan sosial
dapat menyebabkan disintegrasi hubungan pernikahan. Oleh karena itu, sangat
penting bagi pihak-pihak terkait, seperti keluarga dan lembaga hukum untuk
memberikan pendampingan dalam memperkuat pondasi pernikahan sebelum
dan setelah pemberian dispensasi kawin. Kesimpulannya, tanpa langkah-
langkah mitigasi yang efektif, perceraian pada pernikahan dispensasi kawin

akan tetap menjadi isu yang signifikan dan membutuhkan perhatian serius.*°

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama
yang berkontribusi terhadap perceraian dalam konteks pernikahan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Wonosari, dengan harapan dapat memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika yang terlibat.
Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan
data empiris yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan strategi
mitigasi perceraian yang lebih efektif, khususnya di kalangan pasangan muda
yang mendapatkan dispensasi kawin. Dengan memetakan faktor-faktor yang

berkontribusi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi

10 Nada Putri Rohana and Wilda Rahma Nasution, “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin
Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” Ajudikasi: Jurnal Illmu
Hukum 7, no. 1(2023): 163-74.



lembaga dan komunitas lokal dalam upaya mereka untuk memperkuat
dukungan serta pendampingan kepada pasangan tersebut. Oleh karena itu,
memahami faktor-faktor ini menjadi esensial dalam upaya pencegahan
perceraian dini dan memastikan bahwa pasangan muda memiliki pondasi yang
kuat untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka di tengah tantangan
yang ada. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong
peningkatan peran serta lembaga-lembaga lokal dalam mitigasi perceraian,
sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan
mendalam dalam upaya mengurangi tingkat perceraian pada pernikahan

dispensasi kawin.!

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang diketahui dapat kita cari titik permasalahan
yang menjadi fokus kita bersama, yaitu:
1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong mereka dalam melakukan
dispensasi kawin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan perceraian
dalam dispensasi tersebut?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitiah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

11 S.H Nurhilal Nazri Arif, “DINAMIKA HUKUM FORMIL PENETAPAN DISPENSASI KAWIN

DI

PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN SLEMAN TAHUN 2020-2023,”

Https://Digilib. Uin-Suka.Ac.1d/Id/Eprint/65991/ (2024).



a. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong pasangan dalam
melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.
Dispensasi kawin merupakan proses hukum yang
memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh agama. Dalam
konteks ini, tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi
faktor-faktor apa saja yang menjadi dorongan bagi pasangan
untuk melakukan dispensasi kawin.

b. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin.
Meskipun telah melalui proses dispensasi kawin, tidak jarang
pasangan yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Oleh
karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan
pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin.

c. Menganalisis dampak dari faktor-faktor perceraian dalam
pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.
Dampak dari perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin
dapat beragam, mulai dari dampak psikologis, sosial, hingga
ekonomi bagi pasangan yang melakukan dispensasi kawin.
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk
menganalisis dampak dari faktor-faktor perceraian dalam

pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.



2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah memberikan
kontribusi terhadap pemahaman tentang faktor-faktor yang
mendorong pasangan untuk melakukan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Wonosari. Dengan mengidentifikasi faktor-
faktor tersebut, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti
lain dalam mengembangkan teori-teori terkait perceraian dalam
pernikahan dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini juga dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
hubungan antara faktor-faktor perceraian dengan keputusan
pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin.

b. Manfaat praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah memberikan informasi
yang berguna bagi pihak terkait, seperti Pengadilan Agama
Wonosari, dalam meningkatkan layanan dan penanganan kasus
perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin. Dengan
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
pasangan untuk bercerai setelah melakukan dispensasi kawin,
pihak terkait dapat memberikan pendampingan dan solusi yang
lebih tepat bagi pasangan yang mengalami masalah perceraian.

Selain itu, hasil analisis dampak dari faktor-faktor perceraian



juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program-
program yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian
dalam pernikahan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Wonosari.

D. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan sebuah
rancangan yang terstruktur untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian
serta membantu dalam memahami isi yang terdapat di dalamnya dengan lebih
baik. Sistematika diskusi yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB 1 (satu) pada latar belakang penelitian, dipaparkan pengertian dari
pernikahan, dispensasi kawin, serta isu-isu dan konflik pernikahan di
masyarakat secara ringkas. Peneliti juga menjelaskan bagaimana pernikahan
yang dibangun tanpa pertanggungjawaban yang kuat dapat berakhir dengan
perceraian yang dikuatkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Kemudian
peneliti memaparkan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia
sebagai landasan yang dipilih dalam penelitian. Melalui pokok permasalahan
tersebut, peneliti menyampaikan alasan mengapa “Faktor-Faktor Perceraian
dalam Pernikahan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari” dipilih
sebagai judul penelitian. Terakhir, peneliti menyampaikan tujuan dan manfaat
dari penelitian.

BAB 2 (dua) menjelaskan kajian penelitian sejenis yang telah dilakukan
lebih dulu dengan menyertakan jenis penelitian, pokok pembahasan serta hasil

penelitian untuk menemukan research gap antara penelitian terdahulu dan
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penelitian saat ini. Di bagian kerangka teori dijelaskan masing-masing variabel
dari judul yang diambil dari buku berjudul Dispensasi Perkawinan di Bawah
Umur sebagai teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB 3 (tiga) berisi tentang Metode Penelitian, yang mencakup jenis
penelitian yang digunakan, lokasi dan tempat pelaksanaan penelitian, informan
yang terlibat, metode penentuan informan, teknik pengumpulan data, validitas
data, serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB 4 (empat) membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi
inti dari penelitian serta pembahasan berdasarkan data yang telah diuraikan,
yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Hasil akhir tersebut disusun oleh
penulis secara terstruktur dan sistematis untuk memudahkan pengambilan
kesimpulan. Hasil penelitian akan diulangi dalam kesimpulan, bab penutup..

BAB 5 (lima) Bagian terakhir dari penulisan ini adalah penutup yang terdiri
dari kesimpulan berdasarkan hasil akhir penelitian serta saran untuk penelitian

selanjutnya demi perkembangan penelitian yang akan datang.
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BAB 11

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari proses penelitian, peneliti meninjau kajian dari
penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang
diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan ide, melakukan
perbandingan, memperkuat dasar teori, serta menonjolkan kontribusi asli dari

penelitian yang sedang dilakukan.

1. Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi yang berjudul
“Studi Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Permohonan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak” oleh Fikriya
(2023). Sampel data yang diambil bersumber dari daerah Demak.
Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Fitriya menyoroti bahwa permohonan
dispensasi nikah sering kali diajukan karena faktor ekonomi dan
pendidikan yang rendah, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas
pernikahan.!?

2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi yang berjudul

“Analisis Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah

12 Fikriya, “STUDI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DIPNGADILAN AGAMA DEMAK.”
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di Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia
Perkawinan” oleh Nanda (2022). Jenis penelitian ini adalah
penelitian sosiologis empiris dengan cara terjun ke lapangan.
Sumber data yang diambil bersumber dari daerah Tembilahan.
Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara,
membuat kuesioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut
mengungkapkan bahwa faktor meningkatnya permohonan
dispensasi pernikahan di daerah Tembilahan adalah karena
kurangnya sosialisasi tentang hukum pernikahan di lingkup
masyarakat. Selain itu, faktor asusila seperti pergaulan bebas, hamil
di luar nikah, dan putus sekolah juga mempengaruhi peningkatan
permohonan dispensasi pernikahan di daerah tersebut.®

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah  Skripsi dari Ida, A,
Tamaruddin, A, Novitasari, [, & ... (2024). “Analisis Alasan-Alasan
Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten
Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene).” Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi pengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di
Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan bagaimana majelis

hakim mempertimbangkan keadaan para pemohon yang

13 Heru Arya Nanda, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Tembilahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Kenaikan Batas Usia Perkawinan,” Https://Repository.Uir.Ac.1d/14671/(2022).
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mengajukan permohonan dispensasi nikah selama persidangan

hingga majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.**

4. Penelitian terdahulu yang keempat adalah “Dispensasi Kawin dan
Tingginya Angka Perceraian di Bima Pasca Implementasi Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019.” Dalam penulisan ini, metodologi
penelitian non-doktrinal (empiris) digunakan; Teori perundang-
undangan dan sosiolegal digunakan; data yang digunakan adalah
data primer yang terdiri dari dokumentasi, observasi, dan
wawancara; dan digabungkan dengan dokumen hukum yang
relevan. Wawancara semistruktur, yang berfokus pada pertanyaan
khusus yang diajukan kepada responden, digunakan untuk
pengumpulan data.’®

5. Penelitian terdahulu yang kelima adalah “Analisis Efektivitas
Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Menekan Angka Perceraian di
Kota Semarang.” Dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Bidang P3A Kota Semarang
melaporkan 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama tahun
2023. Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus memperhatikan
kasus pernikahan dini. Studi ini sangat penting untuk menyelidiki

fenomena pernikahan dini dan seberapa efektif dispensasi nikah di

14 Ida et al., “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama
Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene).”

15 Ridwan et al., “Dispensasi Kawin Dan Tingginya Angka Perceraian Di Bima Pasca Implementasi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” Fundamental: Jurnal llmiah Hukum 13 (June 2024): 252—
76, https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.273.
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Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis
empiris. Studi menunjukkan bahwa hamil sebelum menikah adalah
penyebab utama tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang.
Akses yang mudah untuk mengajukan dispensasi nikah
menyebabkan banyak pernikahan dini dan perceraian.®

6. Penelitian terdahulu yang keenam adalah “Analisis Dampak Perkara
Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan
Agama Kalianda.” Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi
pustaka. Penelitian menunjukkan bahwa alasan para pemohon untuk
mengajukan dispensasi nikah diubah oleh tahap-tahapnya. Untuk
kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan anak,
pengakuan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan
martabat manusia, dan hal-hal lainnya adalah prinsip yang
digunakan hakim dalam menentukan dispensasi kawin. Salah satu
efek negatif dari pemberian dispensasi nikah adalah pertengkaran
terus menerus yang menyebabkan perceraian.’

7. Penelitian terdahulu yang ketujuh adalah “Dampak Perkawinan Di
bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian.” Tujuan dari
penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang

menyebabkan perkawinan di bawah umur dan bagaimana

16 Fadilla Elza Aida Putri Putri et al., “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam
Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang,” Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah
Law 7,no. 1 (2024): 49-66.

1" KARIMAH MILLATUZZAHROH, “ANALISIS DAMPAK PERKARA DISPENSASI KAWIN
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA.,” December
11, 2023.
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perkawinan di bawah umur berdampak pada angka perceraian di
Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode
Penelitian Normatif Empiris, dan data yang dikumpulkan akan
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa di
Kabupaten Pemalang, faktor ekonomi, desakan orang tua, dan hamil
di luar nikah adalah penyebab perkawinan di bawah umur.
Akibatnya, pernikahan sering mengalami perselisihan yang tidak
dapat dipertahankan dan akhirnya berakhir dengan perceraian.8
8. Penelitian terdahulu yang kedelapan adalah Skripsi yang berjudul
“Analisis Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Dini di Pengadilan
Agama Sleman Kelas I A pada Tahun 2022.” Penelitian ini
menemukan bahwa ketidaksiapan dari berbagai aspek seperti
mental, ekonomi, pendidikan adalah satu faktor utama yang
menyebabkan semua dampak yang ada. Hal ini menyebabkan
pasangan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk
menangani dan menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga
mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk membuat deskripsi dan penjabaran fenomena

perceraian secara sistematis dan akurat. Selain itu, hakim dapat

menemukan bahwa 30 persen kasus perceraian di PA Sleman terjadi

18 Lismi Salis and Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya
Perceraian,” Media of Law and Sharia 4, no. 1 (2022): 34-50.
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pada pasangan yang menikah pada usia muda, dan 70 persen terjadi
pada pasangan yang menikah pada usia dewasa.'®

9. Penelitian terdahulu yang kesembilan adalah “Tinjauan Yuridis
Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Sungguminasa.” Penelitian ini adalah penelitian
normatif-empiris yang menggunakan teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan
permohonan dispensasi kawin sangat tinggi mencapai 416
permohonan masuk dari tahun 2016 hingga 2019, dan 410 diterima.
Dari 410 kasus, 49 terkait perceraian. Percekcokan dan kekerasan
dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Kondisi ini
disebabkan oleh rendahnya kesiapan mental pasangan, yang
menghambat mereka untuk menghadapi berbagai gejolak dalam
rumah tangga dan menyelesaikannya dengan sikap dewasa.?

10. Penelitian terdahulu yang kesepuluh adalah artikel jurnal yang
berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini

di Pengadilan Agama Kelas [-B Sambas” oleh Munawara, dkk.

19 Ulayya Dwi Prabawati, “Analisis Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Pengadilan
Agama Sleman Kelas I A Pada Tahun 2022,” https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46284,
2023.

20 Syhartati Suhartati and Nursanti Nursanti, “TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA
SUNGGUMINASA,” Khatulistiwa Law Review 1, no. 2 (2020): 200-215.
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(2021). Peneliti mengumpulkan data dari studi dokumen yang
berupa buku teks, surat kabar, sastra daerah, dan film. Hasil dari
penelitian tersebut mengidentifikasi faktor kultural dan sosial
sebagai unsur dominan yang mendorong percepatan perkawinan
sebelum waktunya sekaligus menjadi alasan perceraian. Hal ini
mengindikasikan bahwa aspek psikologis serta ketidaksiapan

emosional menjadi faktor yang cukup berpengaruh.?

B. Kerangka Teori
Penelitian ini merupakan salah satu penelitian pada bidang keilmuan
hukum dalam kajian hukum keluarga. Hukum keluarga merupakan cabang
hukum yang menangani tentang hubungan hukum antara anggota keluarga,
seperti suami, istri, orang tua, anak, serta kerabat lainnya. Hukum ini
mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah perceraian dan pernikahan.
Berikut adalah kerangka teori yang digunakan penelitian ini untuk
memberikan landasan teoritis yang solid terkait faktor-faktor perceraian
dalam konteks pernikahan dispensasi kawin yang dilakukan di bawah usia
minimum yang diizinkan oleh undang-undang.
1. Faktor
Berdasarkan pengertian umum, faktor diartikan sebagai

sesuatu yang berkontribusi atau memengaruhi terjadinya suatu

2l Munawara, Hasan, and Ardiansyah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini
Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas.”
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hasil, keadaan, atau proses tertentu. Faktor dapat berupa elemen,
kondisi, atau variabel yang memiliki peran penting dalam
menentukan atau membentuk suatu peristiwa atau fenomena.
Definisi faktor dapat bervariasi tergantung pada konteksnya,
tetapi secara umum, faktor merujuk pada elemen atau variabel
yang berkontribusi terhadap suatu hasil, kondisi, atau proses
tertentu. Di dalam penelitian, faktor adalah variabel atau elemen
yang memengaruhi fenomena yang sedang diteliti. Faktor ini
dapat berupa penyebab langsung, pendukung, atau penghambat
suatu kejadian.??
2. Percereaian

Hubungan suami istri mereka berakhir dengan perceraian,
yang menandakan bahwa mereka tidak lagi diakui sebagai
pasangan suami istri oleh hukum perkawinan. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, "menjatuhkan talak" berarti "bercerai",
dan "bercerai" berarti "bercerai". Namun, beberapa definisi
perceraian berbeda menurut para ahli: (Abubakar, Al-Yasa,

2012).3

22 KBBI, Daring. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses tanggal 29 November
2024. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

2 Dahris Siregar et al., “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak,”
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) 3, no. 2 (2023): 178-85.
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a. R. Subekti mengatakan “perceraian adalah ketika hakim
membuat keputusan atau tuntutan salah satu pihak
selama perkawinan menghapus perkawinan.”

b. Menurut Krantzkler (dalam Machasin, 2006), “bagi
kebanyakan orang, perceraian adalah masa transisi yang
penuh. Ini terutama berlaku jika dilihat dari persepsi
masyarakat tentang perceraian.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Indonesia mengatur perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mengatur perceraian untuk umat Islam. Undang-undang
Indonesia menyebutkan alasan perceraian sebagai salah satu

alasan putusnya perkawinan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan

atas keputusan pengadilan”.?

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
yakni pada Pasal 113 disebutkan: “perkawinan dapat putus
2925

karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

Adapun Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang

2 “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. I (1974).
% Mahkamah Agung RI, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,”
Jakarta: Dirjen Badilag, 2015.
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syarat sahnya suatu perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan”.?® Sedangkan pada Kompilasi
Hukum Islam (KHI) syarat sah perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 115 yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”.?’

< 4 AT Ao~ .,:/1
J%\b oL—-> Cﬁ) oy Jals 5e UL

o &l
Co Lgle s SEA a2 g Y s 36 A

% Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
21 R, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.”
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229. “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu
suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau
melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir
tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika
kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu
menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya
tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri)
untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah,
janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-

batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Menurut ulama fikih, salah satu penyebab khuluk adalah
sikap suami yang merendahkan istri dan tidak mau melayaninya
sehingga menyebabkan pertengkaran. Dalam situasi seperti ini,
agama Islam memotong jalan khuluk untuk rumah tangga.

Dalam surah an-Nisa’ ayat 128, Allah SWT berfirman,
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128. Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya
akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat
mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih
baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya
kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari
nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti

terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Surat An-Nisa’ ayat 128, Jika istri meminta
perceraian, perdamaian dapat dicapai dengan mengakhiri
hubungan suami istri. Dalam hal ini, istri setuju untuk membayar
ganti rugi atau mengembalikan mahar yang diberikan suami

selama pernikahan.?®

28 Siregar et al., “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak.”
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Hubungan suami-istri secara hukum berakhir dengan
perceraian, yang berarti mereka tidak lagi dianggap sebagai
pasangan oleh hukum perkawinan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, "menjatuhkan talak" berarti "bercerai", yang
berarti perceraian adalah tindakan hukum yang mengakhiri
perkawinan. Beberapa pakar memiliki definisi yang berbeda dari
"perceraian". R. Subekti mengatakan perceraian terjadi ketika
hakim mengakhiri perkawinan karena tuntutan salah satu pihak.
Namun, menurut Krantzkler, perceraian bagi kebanyakan orang
adalah masa transisi yang penuh, yang dipengaruhi oleh persepsi
masyarakat. Indonesia memiliki regulasi yang jelas mengenai
perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perceraian diatur sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan
selain kematian dan keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI menyatakan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.?

Dalam agama Islam, perceraian juga diatur dengan ketentuan
yang jelas. Al-Qur'an mengatakan bahwa bercerai, atau talak,
boleh dilakukan dua kali jika keduanya khawatir tidak dapat

melaksanakan ketentuan Allah. Ayat ini memberikan landasan

2 Siregar et al.
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hukum yang kuat untuk perceraian dalam Islam dan menekankan
betapa pentingnya proses perdamaian sebelum perceraian
diizinkan. Menurut ulama fikih, jika suami meremehkan dan
tidak membantu istri, perceraian melalui khuluk, di mana istri
meminta cerai dan setuju membayar kompensasi, dapat terjadi.
Dalam Surah an-Nisa' ayat 128 juga disebutkan bahwa jika
seorang perempuan khawatir suaminya tidak akan peduli,
mereka dapat mencapai perdamaian atau perceraian. Jadi,
perceraian adalah tindakan hukum yang diatur secara
komprehensif oleh hukum nasional dan agama Indonesia. Proses
ini memerlukan upaya mediasi terlebih dahulu dan dilakukan

dengan tujuan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak.*

Adapun faktor-faktor yang diperbolehkan untuk melakukan
perceraian, seperti diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah
No.9 tahun 1975 yaitu:

a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan”;

b. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya”;

%0 Siregar et al.



25

c. “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung”;

d. “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang
lain”;

e. “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami/istri”;

f. “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”!

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur terkait dengan

faktor-faktor yang diperbolehkan untuk melakukan

perceraian, yaitu:

a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, “Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pernikahan. Jakarta, 9AD.
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alasan yang sah atau karena hal lain, diluar
kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai suami atau isterti,

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”%?

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
"dispensasi" berarti menghilangkan peraturan umum untuk suatu

keadaan khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau

32 R1, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.”
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larangan. Dalam hal dispensasi, apa-apa yang biasanya dilarang

oleh pembuat undang-undang biasanya dibenarkan.

“Jadi dispensasi nikah ialah diizinkannya pernikahan di
bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan
disertai alasan alasan yang dapat diterima dan berdasarkan
kebijakan hakim.”®® Untuk alasan apa izin atau persetujuan
hakim diperlukan? Inilah sebabnya dispensasi perkawinan
dibutuhkan. seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, usia minimal untuk semua orang yang ingin

menikah. Ini terdengar seperti berikut ini:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. (UU No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1).

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah
mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang

No.l Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami

33

H Khoirul

Abror, DISPENSASI ~PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, nd.,

www.blogdivapress.com.
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sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun”. (KHI Pasal 15 Ayat 1).

Batas usia menurut para ulama telah dijelaskan oleh
beberapa madzhab dan memiliki perbedaan pendapat dari segi
usia. Dalam bukunya Figih Perempuan, Hussein Muhammad
menekankan hal-hal yang berbeda. Menurutnya, mayoritas ahli
figih setuju bahwa usia minimal untuk menikah adalah 15 tahun
jika batas baligh dihitung dengan tahun. Namun, Imam Aba
Hanifah berpendapat bahwa usia minimal adalah 17 atau 18
tahun. Pendapat Ibn Syubrimah, Abl Bakar alAsham, dan
Utsman alBatti tidak seperti mayoritas ulama yang disebutkan
sebelumnya. Menurut mereka, seorang pria atau wanita tidak
boleh dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan
dengan persetujuan pihak yang secara eksplisit bertanggung
jawab atas anak yang dinikahkan. Mereka menggunakan Qur’an
Surat An-Nisa ayat 6 sebagai dasar hukumnya. Ayat tersebut

berbunyi:

35155 B G N adlind wdl G 1z
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Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur
harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu,
jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta),
serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu
memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan
(Janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum
mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu,
maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak
yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan
harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu
menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan

saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Apa arti ayat ini jika berpendapat bahwa anak-anak yang
belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh?

Selain itu, mereka tidak perlu menikah. Namun, Ibnu
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Syubrumah menyebutkan bahwa “ayah tidak boleh
mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali

apabila telah baligh dan mengizinkannya.””3

Sebagai dasar, mereka menggunakan cerita tentang
perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah. Namun, perkawinan di
bawah umur masih diizinkan. Karena pernikahan adalah
pengecualian atau kekhususan Nabi sendiri yang dilarang bagi
umatnya, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu tidak dapat
digunakan sebagai hujjah (alasan). Seorang isteri harus
menghindari hal-hal yang membuatnya tidak halal untuk
dikawini oleh seorang calon suami, menurut Imam Al-Ghazali.
Hal ini terutama berlaku untuk batasan usia nikah atau

perkawinan di bawah umur:

Artinya: “seseorang janda yang belum cukup umur (belum
dewasa/ baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya

kecuali setelah baligh.”%

Menurut Mugniyyah dalam Figih Lima Madzhab, AlGhazali
sangat menekankan dalam pernyataan tersebut bahwa

pernikahan hanya dapat dilakukan ketika pasangan yang akan

34 K H Husein Muhammad, Figh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender (LKIS
Pelangi Aksara, 2001).

% Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali, “Thya Ulumuddin Juz 2 / Imam Abi Hamid
Muhammad Bin Muhammad al Ghazali,” https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-
opac?id=31786, n.d.
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menikah telah baligh. AlGhazali tidak menentukan usia yang
tepat untuk baligh, tetapi dia hanya menunjukkan bahwa
seseorang telah baligh dengan tumbuhnya bulu ketiak. Namun,
madzhab Imam asy Syafi'i, yang diikuti oleh al-Ghazali,
membatasi usia baligh laki-laki dan perempuan menjadi lima

belas tahun.®

Dengan syarat tertentu yang disetujui oleh pengadilan,
kompensasi nikah adalah pengecualian yang memungkinkan
pernikahan di bawah umur. Dispensasi, menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, adalah pembebasan dari tanggung jawab atau
larangan yang ditetapkan dalam peraturan umum untuk keadaan
khusus. Dalam kasus pernikahan, hakim dapat memberikan
dispensasi untuk mengizinkan pernikahan di bawah usia
minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, usia minimal pria untuk menikah
adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, usia minimal
untuk menikah ditetapkan oleh beberapa ahli figih. Mayoritas
ahli figih menetapkan usia baligh sebagai ukuran, dengan
beberapa ulama, seperti Imam Abi Hanifah, menetapkan bahwa

usia minimal adalah 17 atau 18 tahun. Ulama lain, seperti Ibn

% Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.
(Intensive Peace, 2015).
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Teori ini juga berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, ayat 6
Surat An-Nisa menyatakan bahwa anak-anak yatim harus diuji
sampai mereka cukup umur untuk menikah, menunjukkan
betapa pentingnya menjadi dewasa sebelum menikah. Menurut
ulama seperti Ibnu Syubrumah, pernikahan di bawah umur tidak
dapat dibenarkan secara umum karena itu adalah pengecualian

dan khusus bagi Nabi Muhammad SAW.%

Selain itu, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Pernikahan
hanya dapat dilakukan oleh individu yang sudah baligh.
Pandangan ini menekankan betapa pentingnya menjadi matang
secara mental dan fisik sebelum menikah. Menurut Imam asy
Syafi'i, yang dianut oleh Al-Ghazali, usia baligh dibatasi
menjadi lima belas tahun. Secara umum, undang-undang dan
keyakinan ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah diberikan
dengan penuh hati-hati dan terdapat dalam kasus-kasus tertentu
yang dianggap layak oleh para ahli agama dan pengadilan.
Tujuan dari dispensasi ini adalah untuk melindungi kepentingan
dan kesejahteraan calon mempelai dengan memastikan bahwa
mereka siap secara fisik, emosional, dan hukum untuk menjalani

kehidupan pernikahan.®

37 Mughniyah.
38 Mughniyah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian
Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode studi kasus. Tujuan dari penerapan pendekatan kualitatif ini adalah
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor
yang berkontribusi pada perceraian dalam pernikahan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Wonosari.
B. Tempat dan lokasi penelitian
Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari, di
mana kasus-kasus pernikahan dispensasi kawin sering diproses.
C. Informan penelitian
Subjek penelitian ini adalah seorang hakim yang menangani perkara
perceraian tersebut. Dalam kasus perceraian ini, hakim terlibat langsung
dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif hukum dan kebijakan,
wawancara dengan hakim diharapkan dapat mengungkap interpretasi
hukum mengenai kasus dispensasi kawin, pertimbangan-pertimbangan
dalam pengambilan keputusan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi
dalam penanganan kasus-kasus serupa.
Selain itu ada juga laporan perkara yang ditangani oleh Pengadilan
Agama Wonosari. Laporan perkara yang masuk pengadilan adalah dokumen
resmi yang menggambarkan seluruh proses persidangan dari awal hingga

akhir. Dokumen ini menjelaskan identitas pihak yang bersengketa, dakwaan
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atau gugatan yang diajukan, bukti yang ada, dan keputusan yang dibuat oleh
hakim. Sebagai sumber data utama untuk penelitian ini, laporan perkara dari
Pengadilan Agama Wonosari berisi catatan menyeluruh tentang proses
hukum yang sedang berlangsung, termasuk jadwal sidang, pihak-pihak yang
hadir, dan kesimpulan dari argumen kedua belah pihak. Dengan
menganalisis laporan kasus ini, peneliti dapat menemukan pola tertentu
dalam kasus perceraian, seperti alasan yang paling sering dikemukakan oleh
pihak yang mengajukan perceraian dan tanggapan yang diberikan oleh
pihak yang mengajukan perceraian.
. Teknik penentuan informan
Teknik penentuan informan adalah langkah penting dalam penelitian
kualitatif karena menentukan validitas dan kedalaman informasi yang
dikumpulkan. Teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan
penelitian agar dapat memahami fenomena dengan lebih baik. Penggunaan
teknik sampling bola salju dinilai tepat dan relevan dalam penelitian ini,
yang menyelidiki faktor-faktor perceraian dalam pernikahan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Wonosari.
1. Snowball sampling

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan Snowball

sampling adalah yang paling umum digunakan. Ini terutama

berlaku ketika populasi yang sedang dipelajari sulit dijangkau

atau tidak terdefinisi dengan baik. Informan awal dipilih secara

purposif dan membantu merekomendasikan atau merujuk
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peneliti kepada informan lain yang relevan dalam pendekatan
ini. Menurut Naderifar et al. dalam "Swowball sampling: A
Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research"
(2017), metode ini memungkinkan peneliti  untuk
mengidentifikasi informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh

melalui metode sampling lainnya.*®

2. Alasan Penggunaan Snowball sampling
Dalam penelitian ini, beberapa faktor khusus menentukan teknik
Snowball sampling. Pertama, perceraian dalam konteks
pernikahan dispensasi kawin adalah topik yang sensitif yang
melibatkan banyak aspek sosial dan pribadi. Kedua, populasi
yang terkait dengan keputusan perceraian dalam pernikahan
dispensasi kawin seringkali tidak terdefinisi dengan baik dan
mungkin sulit diidentifikasi melalui sampling konvensional.
Snowball sampling memungkinkan peneliti untuk memulai
dengan informan dengan pemahaman mendalam dan jaringan
sosial yang relevan, seperti hakim di Pengadilan Agama
Wonosari, yang kemudian dapat memberikan rujukan kepada

0

orang lain dengan pengalaman yang relevan.”*

3. Prosedur Teknik Snowball sampling

39 Mahin Naderifar, Hamideh Goli, and Fereshteh Ghaljaie, “Snowball Sampling: A Purposeful
Method of Sampling in Qualitative Research,” Strides in Development of Medical Education 14, no.
3 (2017).

40 Naderifar, Goli, and Ghaljaie.
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Proses dimulai dengan identifikasi seorang atau beberapa
informan kunci yang memiliki wawasan dan keterkaitan erat
dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah hakim yang
menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonosari.
Hakim dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan
pengalaman profesional terhadap kasus-kasus perceraian,
sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam
tentang faktor-faktor penyebab perceraian dalam pernikahan
dispensasi kawin. Setelah informan awal diwawancarai dan
dianalisis, mereka akan diminta untuk merekomendasikan atau
mengenalkan peneliti kepada individu lain yang sesuai untuk
diwawancarai lebih lanjut. Proses ini berlanjut hingga data
mencapai saturasi, yaitu ketika informasi baru tidak lagi
memberikan wawasan tambahan yang signifikan. Hal ini sejalan
dengan pandangan dari Yegidis et al. dalam "Research Methods
for Social Workers" (2018) yang menekankan pentingnya
informan kunci sebagai sumber informasi terpercaya dan

mendalam dalam penelitian kualitatif.*!

E. Teknik pengumpulan data

Data akan dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

41 Bonnie L Yegidis and Robert W Weinbach, “Research Methods for Social Workers,” (No Title),

1991.
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Wawancara Terstruktur Tertutup: Data yang spesifik dan terukur
diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur tertutup. Data
yang dikumpulkan dalam wawancara ini dikumpulkan dengan
pedoman yang ketat untuk memudahkan analisisnya. Menurut
Sugiyono (2013) dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D”, wawancara terstruktur tertutup sangat
efektif untuk memperoleh data yang konsisten karena jawaban
responden sudah menentukan pilihan jawabannya. Seorang
hakim Pengadilan Agama Wonosari yang dipilih sebagai
narasumber utama akan diwawancarai oleh peneliti dalam
penelitian ini. Wawancara akan dilakukan secara individual

menggunakan metode yang terstruktur.*?

Dokumentasi: Dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan
Agama Wonosari, seperti putusan perceraian dan berkas-berkas

terkait, akan dianalisis untuk mendapatkan data tambahan.

F. Keabsahan data

Untuk memastikan reliabilitas dan validitas informasi data, beberapa

teknik akan digunakan, antara lain:

1.

Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (wawancara,

observasi, dokumentasi) untuk mengonfirmasi temuan.

42 P Dr Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd,”

ALFABETA, Cv, 2019.
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Member Checking: Meminta subjek penelitian untuk meninjau
hasil wawancara dan analisis data untuk memastikan akurasi.
Audit Trail: Mencatat semua langkah dalam proses penelitian

untuk memungkinkan peneliti lain menilai validitas temuan.

G. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui teknik analisis

tematik. Analisis tematik melibatkan beberapa langkah, seperti:

1.

2.

Transkripsi Data: Mentranskrip hasil wawancara.

Koding: Mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari
transkripsi data dan mengkategorikannya.

Pengelompokan Tema: Mengelompokkan tema-tema yang
serupa untuk memudahkan analisis.

Interpretasi Data: Menginterpretasikan data yang telah
dikategorikan untuk menemukan pola-pola dan faktor-faktor

utama yang menyebabkan perceraian.
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BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Wonosari

1.

Gambaran umum pengadilan Agama wonosari

Pengadilan Agama Wonosari adalah salah satu institusi peradilan
yang mempunyai peran yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia,
terutama dalam hal hukum Islam. Pengadilan Agama Wonosari berada
di Yogyakarta, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, dan bertanggung
jawab untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan
hukum keluarga, ekonomi syariah, dan masalah lainnya yang
melibatkan orang Muslim. Untuk memberikan keadilan dan melindungi
hak-hak individu, pengadilan ini tidak hanya menyelesaikan kasus tetapi
juga membantu meningkatkan kesadaran hukum.

Pengadilan ini berkomitmen untuk mempertahankan keadilan sosial
dan meningkatkan akses hukum bagi seluruh lapisan masyarakat
melalui layanan seperti mediasi dan pendidikan hukum. Akan dibahas
lebih lanjut dalam profil ini tentang sejarah, struktur, fungsi, dan peran
Pengadilan Agama Wonosari dalam masyarakat dan hukum di wilayah
tersebut.

Nama Pengadilan Agama Wonosari Kelas IB Daerah Istimewa
Yogyakarta, Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari, Kab.
Gunungkidul 55851. Telp 0274-391325. WA 0815-7725-974. E-mail

admin@pa-wonosari.net Web https://www.pa-wonosari.go.id/ .
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2. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wonosari didirikan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agama RI Nomor 61 pada 25 Juli 1961 dan mulai beroperasi
secara resmi pada 1 Agustus 1961. Gedung pertama Pengadilan Agama
Wonosari dibangun di atas lahan seluas 940 m? dengan luas bangunan
150 m? yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat (sekarang Jl. Masjid),
Kepek, Wonosari.

3. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari berfungsi sebagai
pedoman untuk setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dalam upaya
memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan berkualitas
kepada masyarakat. Pengadilan Agama Wonosari bertekad untuk
menjadi lembaga peradilan yang terpercaya dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan
sosial yang harmonis dan damai.

VISI
“Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat &
Menjunjung Tinggi Keadilan”
MISI
a. “Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama
Wonosari.”
b. “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis

teknologi informasi.”
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c. “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan
Agama Wonosari.”
d. “Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparasi

Pengadilan Agama Wonosari.”

4. Tugas dan Fungsi

a.

“Tugas pokok Pengadilan Agama Wonosari adalah memeriksa,
memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan
ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-
undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-

undang nomor 50 tahun 2009.”

. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1) “Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan
Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat
pertama serta penyitaan dan eksekusi;

2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali,

serta administrasi perkara lainnya;



42

3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada
semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
(kecuali keuangan perkara);

4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan
pertolongan pembagian harta peninggalan diluar
sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk
pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan
sebagainya;

5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam
pembinaan hukum agama seperti persidangan
kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian,
penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan
penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat
dan sebagainya.”

B. Faktor-Faktor Permohonan Dispensasi Kawin
Bab ini akan mengulas tentang analisis data yang dikumpulkan dan
interpretasi penelitian yang menunjukkan pola dan tren dalam permohonan
dispensasi kawin. Dengan memahami faktor-faktor penyebab yang
berkontribusi  terhadap permohonan tersebut, diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sosial yang
melatarbelakangi fenomena ini. Hasil penelitian ini didasarkan pada data

yang telah dikumpulkan selama tahun 2024 mengenai faktor penyebab
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permohonan dispensasi kawin. Data tersebut mencakup berbagai faktor
seperti usia, alasan hamil, dan status hubungan. Dalam tabel yang disajikan,
terdapat beberapa bulan yang menunjukkan jumlah permohonan dispensasi
yang bervariasi.

Selanjutnya, analisis ini akan menggali lebih dalam mengenai setiap
faktor yang berkontribusi terhadap permohonan dispensasi kawin, dengan
tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terlihat pada
pandangan pertama. Misalnya, dengan memeriksa data usia pemohon, kita
dapat melihat apakah terdapat kecenderungan tertentu di kalangan
kelompok usia tertentu yang lebih sering mengajukan permohonan. Selain
itu, alasan kehamilan sebagai faktor pendorong juga akan dianalisis lebih
lanjut untuk memahami konteks sosial dan budaya yang
melatarbelakanginya. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya akan
memberikan gambaran kuantitatif mengenai jumlah permohonan, tetapi
juga akan memberikan wawasan kualitatif yang lebih mendalam tentang
bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi
keputusan individu untuk mengajukan dispensasi kawin. Melalui
pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap pemahaman tentang fenomena dispensasi kawin di
masyarakat, serta menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih

baik di masa mendatang.
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REKAPITULASI / FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2024

ALASAN
BULAN X tie berbust SUDAH
HAMIL Sosa/Menghinderi Zine BERHUBUNGAN/PERGAULAN | SUDAH MELAHIRKAN | JUMLAH
BEBAS
Januan S 3 1 1 10
Februari 5 0 1 0 6
Maret 5 2 0 0 7
Aprl 5 1 0 0 8
Me. 2 - 1 0 14
Juni 8 0 1 1 10
I 7 8 0 2 15
| Agustus 3 2 1 0 6
| September 8 0 1 1 10
Oktcber 3 2 1 0 6
November - 0 2 0 6
| Desember - 3 0 0 ?
JUMLAH o 2 2 3 103
62,1% 24.3% B87% 4.9%
Wonosan, 31 Desember 2024
tahy
i3 Pengadian Azama Wonosar Femiters
TTO.
. Jamadi, Lo, MLE.I. Ahmad Fatkhurohman, S.H, M.H,
[P.197805142006041006 NIP, 197111291992031004

Gambar 1. Rekapitulasi Penyebab Permohonan DK Wno 2024

(Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari 2024)

Dari analis

is data yang diperoleh, terdapat total 103 permohonan

dispensasi sepanjang tahun 2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi

permohonan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama

berdasarkan data yang diperoleh.

1.

Hamil

Berdasarkan tabel pengolahan data yang telah
dilakukan, kategori dengan jumlah tertinggi dalam
permohonan dispensasi kawin adalah "Hamil," yang
mencakup 62,1% dari total permohonan. Angka ini
menunjukkan bahwa kehamilan menjadi salah satu

faktor dominan yang mendorong pasangan untuk
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mengajukan dispensasi kawin. Fenomena ini tidak hanya
mencerminkan aspek sosial dan budaya, tetapi juga
menyoroti tantangan yang dihadapi oleh remaja dan
pasangan muda dalam menghadapi konsekuensi dari
hubungan yang tidak direncanakan. Dalam konteks ini,
penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik
tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap
tingginya angka permohonan dispensasi kawin akibat
kehamilan.

Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi isu
sensitif dalam masyarakat Indonesia, di mana norma-
norma sosial dan budaya masih sangat mempengaruhi
pandangan terhadap hubungan sebelum menikah.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alifah (2022),
stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah dapat
menyebabkan tekanan psikologis bagi pasangan yang
terlibat, sehingga mereka merasa terpaksa untuk
menikah meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Hal
ini menunjukkan bahwa kehamilan bukan hanya sekadar
masalah biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-
nilai sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu,
pemahaman yang lebih baik mengenai konteks sosial dan

budaya di balik permohonan dispensasi kawin sangat
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penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif
dalam menangani isu ini.*?

Selain itu, data yang menunjukkan tingginya angka
permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan juga
mengindikasikan perlunya edukasi dan akses yang lebih
baik terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi.
Menurut Tasya Talsania (2024), kurangnya pengetahuan
tentang kesehatan reproduksi dan penggunaan
kontrasepsi yang efektif menjadi salah satu penyebab
utama terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.
Oleh karena itu, program-program edukasi yang
menyasar remaja dan pasangan muda perlu ditingkatkan
untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, serta
untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik
tentang akibat dari tindakan tersebut. Dengan demikian,
diharapkan angka permohonan dispensasi kawin dapat
berkurang, dan pasangan dapat mempersiapkan

pernikahan mereka dengan lebih matang.*

2. Khawatir Berbuat Dosa/Menghindari Zina

43 Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, and Budi Muhammad Taftazani, “Faktor Yang
Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah,” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (JPPM) 2, no. 3 (2022): 529.

44 Tasya Talsania et al., “Psikoedukasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada
Remaja Di SMP Negeri 2 Dewantara,” Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS 2, no.

3 (2024): 959-66.
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Jumlah permohonan dispensasi kawin yang tinggi
menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan terkait
dengan kondisi kehamilan yang membutuhkan
dispensasi. Ini menunjukkan bahwa pasangan menikah
paling sering karena kehamilan di luar nikah. Dalam
situasi seperti ini, penting untuk memahami bagaimana
kehamilan berdampak pada setiap anggota keluarga dan
masyarakat secara keseluruhan. Studi Alifah (2022)
menemukan bahwa stigma sosial terhadap kehamilan di
luar nikah seringkali berdampak negatif pada kesehatan
mental dan emosional orang yang memohonnya.
Akibatnya, mereka merasa tertekan untuk segera
menikah  untuk menghindari penilaian negatif
masyarakat.*®

Dengan 24,3%, kategori "Khawatir Berbuat
Dosa/Menghindari ~ Zina"  mengikuti. Hal ini
menunjukkan bahwa pemohon menyadari bahaya sosial-
religius yang terkait dengan hubungan di luar nikah.
Kesadaran ini menunjukkan bahwa norma sosial dan
nilai agama terus memengaruhi keputusan pasangan
muda. Banyak pasangan yang merasa tertekan untuk

menikah demi menghindari dosa karena ajaran agama

4 Alifah, Apsari, and Taftazani, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah.”
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mengenai pernikahan dan hubungan seksual di luar nikah
sangat kuat di masyarakat Indonesia, di mana mayoritas
orang menganut agama Islam. Religiusitas memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan seseorang
untuk menikah, terutama dalam kasus kehamilan tidak
direncanakan.*®

Oleh karena itu, banyaknya permohonan dispensasi
kawin yang disebabkan oleh kehamilan dan
kekhawatiran tentang dosa menunjukkan bahwa
pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk
menangani masalah ini. Pendidikan tentang kesehatan
reproduksi dan dampak hubungan di luar nikah perlu
ditingkatkan, terutama untuk remaja dan pasangan muda.
Selain itu, sangat penting bagi pasangan yang
menghadapi situasi sulit ini untuk mendapatkan
dukungan dari keluarga dan masyarakat. Akibatnya,
diharapkan angka permohonan dispensasi kawin akan
berkurang, sehingga pasangan dapat mempersiapkan
pernikahan mereka dengan lebih baik dan lebih siap.

3. Sudah Berhubungan/Pergaualan Bebas

% Husna Humaira, “PERNIKAHAN DINI DAN KESEHATAN REPRODUKSI: TINJAUAN
PUSTAKA TENTANG TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA MODERN,” n.d.
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Selain itu, 8,7% permohonan dispensasi kawin
berasal dari kategori "Sudah Berhubungan/Pergaualan
Bebas". Data menunjukkan bahwa banyak pasangan
muda merasa perlu menikah setelah menjalin hubungan
yang lebih dekat, yang biasanya disebut sebagai
hubungan bebas. Fenomena ini menunjukkan perubahan
dalam norma sosial dan budaya di kalangan remaja dan
pemuda. Hubungan romantis yang lebih bebas semakin
umum, tetapi masih ada kesadaran akan konsekuensi
sosial dan religius yang mungkin terjadi. Menurut Lesteri
(2015), hal-hal di sekitar remaja yang sering
memengaruhi hubungan bebas mereka seringkali
dipengaruhi oleh hal-hal seperti pergaulan di sekolah dan
media sosial, yang dapat memengaruhi pandangan
mereka tentang hubungan dan pernikahan.*’

Kondisi ini menunjukkan bahwa kita perlu
memahami lebih banyak tentang dinamika hubungan
remaja dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan
menikah. Hubungan bebas membawa risiko, seperti
kehamilan yang tidak direncanakan dan masalah

kesehatan reproduksi, tetapi juga memberikan kebebasan

47 Tri Sulastri Lesteri, “Perubahan Perilaku Pacaran Remaja Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Sendawar Di Kutai Barat,” Ejournal FSIP UNMUL 3, no. 4 (2015): 11-25.
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dalam berinteraksi. Studi Ginting (2024) menekankan
bahwa pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang
menyeluruh sangat penting untuk membantu remaja
memahami dampak dari hubungan bebas dan membantu
mereka membuat pilihan yang lebih cerdas. Dengan
memberikan remaja informasi yang tepat dan dukungan
yang memadai, diharapkan mereka lebih siap
menghadapi tantangan dalam hubungan mereka dan
mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin yang
disebabkan oleh hubungan bebas.*®
4. Sudah Melahirkan

Persentase pasangan yang telah melahirkan adalah
yang paling rendah, hanya sekitar 4,9%, menunjukkan
bahwa meskipun kehamilan menjadi alasan utama untuk
mengajukan dispensasi pernikahan, tidak semua
kehamilan berakhir dengan kelahiran sebelum
pernikahan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar
pasangan yang mengajukan dispensasi pernikahan lebih
memilih untuk menikah sebelum memiliki anak. Ini
mungkin disebabkan oleh norma sosial dan budaya yang

kuat yang mendorong mereka untuk menikah terlebih

48 Ronaldo Divalo Ginting et al., “Upaya Mengatasi Seks Bebas Pada Remaja Berdasarkan
Perspektif 1 Korintus 15: 33,” Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen 6, no.
2 (2024): 40-53.
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dahulu. Stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah
masih kuat di masyarakat Indonesia, yang menyebabkan
pasangan menikah sering meskipun keadaan tidak ideal.

Kondisi ini juga menunjukkan betapa pentingnya
dukungan sosial dan akses yang mudah terhadap layanan
kesehatan reproduksi. Pasangan yang baru menikah
mungkin menghadapi berbagai masalah, termasuk
masalah finansial dan psikologis. Studi yang dilakukan
oleh Ginting (2024) menemukan bahwa faktor yang
berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus kehamilan
di lvar nikah adalah kurangnya akses ke pendidikan
kesehatan reproduksi yang memadai serta layanan
kontrasepsi yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan
program pendidikan dan layanan kesehatan sangat
penting untuk membantu remaja dan pasangan muda
merencanakan keluarga dengan lebih baik. Ini dapat
membantu mengurangi jumlah permohonan dispensasi
pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan dan

kelahiran.*?

Studi sebelumnya menemukan bahwa kehamilan adalah alasan
utama permohonan dispensasi pernikahan. Faktor sosial dan budaya juga

memengaruhi pengambilan keputusan ini. Fakta bahwa banyak pasangan

49 Ginting et al.
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hamil di luar nikah menunjukkan norma masyarakat yang kuat terhadap hal
ini. Faktor "Khawatir Berbuat Dosa" juga sangat penting. Ini menunjukkan
bahwa masyarakat sangat menyadari pentingnya menikah untuk
menghindari dosa. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan pengetahuan

tentang tanggung jawab sosial dan praktik hubungan seksual yang sehat.

Hasil penelitian ini akan mempengaruhi kebijakan hukum
perkawinan. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis untuk menangani
dispensasi pernikahan, terutama untuk wanita hamil. Akses ke layanan
penyuluhan dan konseling juga sangat krusial untuk mendukung pasangan
muda membuat keputusan pernikahan yang tepat. Selain itu, masyarakat
harus dididik tentang pentingnya pendidikan seksual dan konsekuensi
hubungan di luar nikah. Ini bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan
di luar nikah dan mengajarkan remaja tentang pilithan hidup yang lebih

bertanggung jawab.

. Faktor-Faktor Perceraian dalam Pernikahan Dispensasi Kawin

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Barwanto
selaku hakim, terungkap bahwa perceraian dalam pernikahan yang
mendapatkan dispensasi kawin (DK) merupakan fenomena yang cukup
umum terjadi. Bapak Barwanto menjelaskan bahwa pernikahan dengan
dispensasi sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti

kehamilan di luar nikah atau kebutuhan mendesak lainnya. Meskipun
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pernikahan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pasangan,

kenyataannya banyak yang berakhir dengan perceraian.

“Ya, pernah beberapa kali menangani kasus cerai gugat dan cerai
talak yang dilatarbelakangi pernikahan dini, kita dapat mengetahui itu
termasuk pernikahan dini atau tidak, melalui diliat dari umur sekarang
berapa, nikahnya kapan. dan melalui konfirmasi langsung terhadap

pasangan tersebut >

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin dapat
menjadi jalan keluar bagi beberapa pasangan, tantangan yang dihadapi
dalam menjalani kehidupan pernikahan tetap signifikan dan sering kali tidak
terduga. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih
mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas
pernikahan dalam konteks dispensasi kawin, serta perlunya dukungan yang

lebih baik bagi pasangan yang berada dalam situasi ini.

“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perceraian umum dan
perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini. Hal ini dapat dipahami
melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

(KH]I) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Selama wawancara dengan Bapak Barwanto, terungkap bahwa

beberapa alasan utama yang memengaruhi keputusan untuk memberikan

% Wawancara dengan Pak Barwanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 3 Maret 2025.
51 Wawancara dengan Pak Barwanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 3 Maret 2025.
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izin perceraian, terutama dalam kasus pernikahan yang menerima
dispensasi kawin. Bapak Barwanto mengatakan bahwa ketidakharmonisan
rumah tangga seringkali menjadi alasan utama pasangan tidak dapat
mencapai kesepakatan atau saling memahami. Selain itu, pertimbangan
penting adalah ketidaksesuaian antara pasangan yang menikah, yang
menunjukkan bahwa perbedaan karakter dan nilai hidup yang berbeda dapat
mengganggu hubungan yang harmonis. Selain itu, ada bukti bahwa
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi, dan keselamatan dan
kesejahteraan individu harus menjadi prioritas utama. Bapak Barwanto juga
menekankan bahwa pasangan harus siap secara mental dan emosional, yang

sering kali kurang diperhatikan dalam pernikahan dengan dispensasi.

Disisi lain, hasil temuan wawancara terhadap Bapak Barwanto
menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang sering menyebabkan
perceraian dalam pernikahan yang menerima dispensasi kawin (DK). Salah
satu faktor yang paling penting adalah kesiapan pasangan untuk menikah.
Banyak pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin tidak memahami
semua tanggung jawab dan kesulitan yang akan mereka hadapi setelah
menikah. Kekurangan kemampuan mental dan emosional dapat
menyebabkan ketidakmampuan untuk menangani masalah yang muncul,

yang pada gilirannya menyebabkan perceraian.

“Faktor utama penyebab perceraian dalam pernikahan DK yang
paling sering terjadi dalam kasus percereaian pernikahan dini yaitu

percekcokan, ekonomi, dan perselingkuhan. Selain itu, kurangnya
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dukungan dari keluarga juga bisa menjadi penyebab timbulnya konflik yang

berujung pada perceraian.

Faktor lain yang sering menyebabkan perceraian adalah perbedaan
pandangan hidup suami dan istri. Pasangan yang memiliki cara hidup,
prinsip, dan perspektif yang berbeda dapat menyebabkan ketegangan dan
konflik yang berlangsung lama. Faktor ekonomi juga penting, karena
pasangan sering mengalami stres karena masalah keuangan. Ketidakstabilan
ekonomi dapat memperburuk keadaan yang sudah sulit bagi pasangan.
Bapak Barwanto juga menekankan bahwa dukungan keluarga sering kali
menentukan stabilitas pernikahan; jika pasangan tidak memilikinya, mereka
dapat merasa terasing dan tidak memiliki tempat untuk berbagi masalah
mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dan perceraian.
Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor ini
sangat penting untuk mencegah perceraian dalam pernikahan yang

mendapatkan dispensasi kawin.

Menurut Pak Barwanto selaku hakim, terungkap bahwa pasangan
yang menikah dengan dispensasi kawin (DK) berbeda dengan pasangan
yang menikah tanpa dispensasi. Pasangan yang menikah dengan dispensasi
sering menghadapi masalah yang lebih besar terkait dengan kesiapan mental
dan emosional. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak orang

menikah dengan cepat, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk

52 Wawancara dengan Pak Barwanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, 3 Maret 2025.
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mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, keluarga seringkali tidak
memberikan dukungan yang cukup, membuat mereka merasa terisolasi saat
menghadapi masalah. Pasangan yang menikah tanpa dispensasi, di sisi lain,
cenderung lebih siap secara mental, emosional, dan finansial. Konflik
internal dan perubahan dalam dinamika hubungan, seperti pergeseran nilai
atau tujuan hidup yang tidak sejalan, adalah penyebab utama perceraian
dalam kelompok ini karena mereka biasanya telah melalui proses
pematangan yang lebih baik sebelum menikah. Penemuan ini menunjukkan
bahwa konteks pernikahan sangat mempengaruhi stabilitas hubungan dan

betapa pentingnya dukungan dan kesiapan untuk hidup berumah tangga.

Hasil wawancara dengan Pak Barwanto menunjukkan bahwa
perceraian dalam pernikahan dengan dispensasi kawin (DK) adalah
fenomena yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Seringkali, alasan untuk perceraian adalah ketidakharmonisan dalam rumah
tangga, ketidaksesuaian antara pasangan, dan unsur kekerasan dalam rumah
tangga. Faktor lain yang menyebabkan hubungan menjadi tidak stabil
adalah kurangnya kesiapan emosional dan mental pasangan yang menikah
dengan dispensasi. Ini menunjukkan bahwa, meskipun dispensasi kawin
dapat menjadi solusi bagi beberapa pasangan, tantangan yang dihadapi
dalam menjalani kehidupan pernikahan tetap besar dan sering kali tidak

terduga.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada perbedaan yang ada antara

pasangan yang menikah dengan dispensasi dan pasangan yang menikah
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tanpa dispensasi. Pasangan yang menikah tanpa dispensasi biasanya lebih
siap menghadapi tantangan pernikahan, sedangkan pasangan yang menikah
dengan dispensasi cenderung kurang siap secara mental dan emosional, dan
sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga
mereka. Akibatnya, penyebab perceraian pasangan ini lebih berkaitan
dengan konflik internal dan perubahan dalam dinamika hubungan mereka.
Hasilnya menunjukkan betapa pentingnya memahami lebih lanjut tentang
hal-hal yang memengaruhi stabilitas pernikahan dan betapa pentingnya
memberikan dukungan yang lebih baik bagi pasangan yang menghadapi
dispensasi kawin. Oleh karena itu, untuk mencegah perceraian dalam
situasi seperti ini, pendidikan dan bimbingan yang tepat serta dukungan dari

keluarga dan masyarakat harus diberikan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Penelitian ini menemukan bahwa berbagai faktor sosial dan budaya
yang kompleks memengaruhi permohonan dispensasi kawin di
Indonesia, terutama pada tahun 2024, dengan kehamilan sebagai
penyebab utama dari 62,1% dari 103 permohonan. Fenomena ini
menunjukkan masalah yang dihadapi pasangan muda. Stigma sosial
terhadap kehamilan di luar nikah dan tuntutan untuk menghindari dosa
membuat mereka menikah meskipun keadaan mereka tidak ideal.
Selain itu, variabel tambahan seperti status kelahiran dan hubungan
bebas juga berkontribusi, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Studi
ini menekankan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dan dukungan
sosial yang lebih baik untuk remaja dan pasangan muda sangat penting
untuk mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan dan
mempersiapkan mereka untuk pernikahan yang lebih tua. Dengan
demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
yang berharga bagi pembentukan kebijakan hukum perkawinan yang
lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta
meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan praktik
hubungan yang sehat.

Studi ini menemukan bahwa perceraian dalam pernikahan dengan

dispensasi kawin (DK) adalah fenomena yang kompleks dan umum
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terjadi, dan ada banyak faktor yang memengaruhi stabilitas hubungan
pasangan. Menurut wawancara dengan Hakim Bapak Barwanto,
banyak pasangan yang menikah dengan dispensasi seringkali tidak siap
secara mental dan emosional serta menghadapi tantangan besar seperti
ketidakharmonisan rumah tangga, perbedaan karakter, dan kekerasan
dalam rumah tangga. Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah
kurangnya dukungan dari keluarga dan kesiapan pasangan untuk
memikul tanggung jawab pernikahan. Studi ini menekankan betapa
pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang komponen yang
memengaruhi stabilitas pernikahan dalam konteks dispensasi kawin,
serta betapa pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat yang lebih
baik untuk membantu pasangan yang berada dalam situasi seperti ini.
Dengan demikian, pendidikan dan bimbingan yang tepat sangat
diperlukan untuk mencegah perceraian dan meningkatkan kualitas

kehidupan pernikahan bagi pasangan yang menikah dengan dispensasi.

B. Saran

1.

Peningkatan Pendidikan dan Dukungan Keluarga Dibutuhkan program
pendidikan yang lebih komprehensif tentang kesehatan reproduksi,
kewajiban pernikahan, dan dampak hubungan di luar nikah. Program
ini harus menyasar remaja dan pasangan muda untuk meningkatkan
pemahaman mereka tentang hal-hal yang mungkin mereka hadapi saat

menikah. Selain itu, pasangan yang menikah dengan dispensasi
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membutuhkan dukungan keluarga untuk merasa diterima dan memiliki
tempat untuk berbagi masalah mereka.

. Pasangan yang meminta dispensasi kawin harus diberikan penyuluhan
hukum dan konseling oleh Penyuluh Hukum dan Konseling Pengadilan
Agama Wonosari dan lembaga terkait lainnya. Pasangan dapat
mendapatkan bantuan dalam memahami hak dan kewajiban mereka
sebagai anggota pernikahan dengan layanan ini. Layanan ini juga dapat
membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin muncul. Dengan
dukungan ini, pasangan diharapkan membuat keputusan yang lebih
cerdas dan mengurangi jumlah perceraian yang diizinkan dalam

pernikahan.
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1. Apakah pernah seorang pasangan melakukan perceraian dalam pernikahan
DK?
“Ya, saya pernah beberapa kali menangani kasus cerai gugat dan cerai talak
yang dilatarbelakangi oleh pernikahan dini. Dalam menangani kasus-kasus
tersebut, penting untuk menentukan apakah suatu pernikahan termasuk
dalam kategori pernikahan dini atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan
melihat umur pasangan saat ini dan kapan mereka melangsungkan
pernikahan. Selain itu, konfirmasi langsung terhadap pasangan juga menjadi
langkah krusial untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai latar
belakang pernikahan mereka. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami
lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi dalam pernikahan dini dan
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keputusan untuk bercerai.”

2. Apakah alasan hakim memutuskan untuk mengizinkan mereka bercerai?
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“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perceraian umum dan
perceraian yang terjadi akibat pernikahan dini. Hal ini dapat dipahami
melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua pasal
tersebut menjelaskan bahwa proses perceraian, terlepas dari latar belakang
pernikahan, mengikuti prosedur dan syarat yang sama. Dengan demikian,
baik perceraian yang terjadi dalam konteks pernikahan yang berlangsung
dalam usia dewasa maupun pernikahan dini, keduanya dihadapkan pada
regulasi hukum yang serupa, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak
individu dan memastikan keadilan dalam proses perceraian.”

. Apa saja faktor utama yang sering menyebabkan perceraian dalam
pernikahan yang mendapatkan dispensasi kawin?

“ D1 antara berbagai faktor yang menyebabkan perceraian dalam konteks
pernikahan dini, tiga isu utama yang paling sering muncul adalah
percekcokan, masalah ekonomi, dan perselingkuhan. Percekcokan sering
kali terjadi akibat ketidakcocokan antara pasangan yang masih muda, di
mana mereka mungkin belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan
dalam berumah tangga. Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi salah satu
penyebab utama, karena pasangan yang menikah di usia dini sering kali
belum memiliki stabilitas finansial yang memadai, sehingga tekanan
ekonomi dapat memperburuk hubungan mereka. Tak kalah penting,
perselingkuhan juga menjadi faktor yang signifikan, di mana ketidakpuasan

dalam hubungan dapat mendorong salah satu atau kedua pasangan untuk
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mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Ketiga isu ini saling terkait dan
sering kali menciptakan lingkaran masalah yang sulit dipecahkan, sehingga
berujung pada keputusan untuk bercerai.”

. Bagaimana peran usia dalam mempengaruhi stabilitas pernikahan yang
diadakan dengan dispensasi?

“Iya, pernikahan dini sangat mempengaruhi dinamika hubungan pasangan,
terutama karena mereka umumnya belum memiliki kedewasaan yang
diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari segi umur, pasangan yang
menikah di usia muda sering kali masih berada dalam tahap perkembangan,
baik secara fisik maupun mental. Ketidakmatangan dalam berpikir dapat
mengakibatkan kesulitan dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan
menyelesaikan konflik yang muncul dalam pernikahan. Selain itu, aspek
fisik yang belum sepenuhnya berkembang juga dapat memengaruhi
kesehatan dan kesejahteraan pasangan, yang pada gilirannya dapat
berdampak pada hubungan mereka. Dengan demikian, kurangnya
kedewasaan dalam berpikir, fisik, dan mental menjadi faktor penting yang
berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang
menikah di usia dini, dan sering kali berujung pada masalah yang lebih
serius dalam pernikahan mereka.”

. Apakah ada perbedaan dalam penyebab perceraian antara pasangan yang
menikah dengan dispensasi dan yang menikah tanpa dispensasi?

“ Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penyebab perceraian pada

pasangan yang menikah dengan dispensasi dan mereka yang menikah tanpa
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dispensasi. Baik pasangan yang menikah dengan izin khusus karena alasan
tertentu, seperti pernikahan dini, maupun pasangan yang menikah secara
umum, sering kali menghadapi tantangan yang sama dalam hubungan
mereka. Faktor-faktor seperti ketidakcocokan, masalah komunikasi,
tekanan ekonomi, dan perselingkuhan dapat muncul di kedua jenis
pernikahan ini. Meskipun latar belakang pernikahan mungkin berbeda,
dinamika emosional dan sosial yang dihadapi oleh pasangan tetap serupa.
Hal ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian lebih berkaitan dengan
kualitas hubungan dan kemampuan pasangan dalam mengatasi masalah,
daripada status pernikahan mereka. Dengan demikian, penting untuk
memahami bahwa tantangan dalam pernikahan tidak mengenal batasan
dispensasi, dan setiap pasangan perlu berupaya untuk membangun
komunikasi yang baik dan saling pengertian untuk menjaga keutuhan rumah
tangga.”

. Apakah faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih umum terjadi
pada pernikahan yang mendapatkan dispensasi?

“Ada beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh ketidakstabilan
emosi pasangan, meskipun hal ini tidak umum terjadi. Ketidakmampuan
untuk mengelola emosi sering kali mengakibatkan konflik yang
berkepanjangan, namun faktor ini lebih jarang menjadi penyebab utama
perceraian. Di sisi lain, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali
berhubungan dengan berbagai faktor yang lebih mendasar. KDRT tidak

hanya merupakan tindakan fisik, tetapi juga dapat dipicu oleh masalah
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ekonomi yang menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Selain
itu, perselingkuhan dan kebiasaan salah satu pasangan yang jarang pulang
juga dapat memperburuk situasi, menciptakan ketidakpercayaan dan
ketidakamanan di dalam rumah tangga. Dengan demikian, KDRT sering
kali merupakan akibat dari masalah yang lebih kompleks, dan pemahaman
yang mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk mencegah

terjadinya kekerasan serta menjaga keharmonisan dalam pernikahan.”
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